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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa 

atas terselesaikannya buku Buku Ajar Hukum Internasional Regional 

ASEAN. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan 

pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika hukum 

internasional di kawasan Asia Tenggara, khususnya dalam konteks 

peran ASEAN sebagai organisasi regional utama. 

Hukum internasional regional memiliki peran yang semakin 

signifikan dalam membentuk tatanan hukum dan politik di 

kawasan Asia Tenggara. Dalam beberapa dekade terakhir, ASEAN 

telah berkembang menjadi entitas yang tidak hanya berperan dalam 

integrasi ekonomi tetapi juga dalam pembangunan norma hukum 

yang mengikat negara-negara anggotanya. Oleh karena itu, 

memahami prinsip-prinsip hukum internasional regional di 

ASEAN menjadi sangat penting, terutama bagi akademisi, 

mahasiswa, praktisi hukum, serta pemangku kepentingan lainnya. 

Buku ajar ini disusun berdasarkan Rancangan Pembelajaran 

Semester Mata Kuliah Hukum Internasional Regional ASEAN. 

Buku ajar ini bisa dimanfaatkan oleh tenaga pengajar, mahasiswa 

Fakultas Hukum, Fakultas Sosial dan Politik (Hubungan 

Internasional, Ilmu Komunikasi, Ilmu Politik dan Ilmu 

Pemerintahan maupun pembaca pada umumnya untuk menambah 

wawasan berbagai dinamika Hukum Internasional. Buku ini terdiri 

dari 12 Bab, yaitu:  

Bab 1 Konsep Hukum Internasional Regional dan ASEAN 

Bab 2 Kerangka Hukum ASEAN 

Bab 3 Perjanjian dan Kesepakatan ASEAN 

Bab 4 Mekanisme Penyelesaian Sengketa di ASEAN 

Bab 5 Hukum Ekonomi ASEAN 

Bab 6 Hukum Hak Asasi Manusia di ASEAN 

Bab 7 Hukum Lingkungan di ASEAN 

Bab 8 Hukum Maritim dan Sengketa Laut di ASEAN 

Bab 9 Kejahatan Transnasional dan Hukum ASEAN 

Bab 10 ASEAN dan Hubungan dengan Hukum Internasional 
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Bab 11 Tantangan Penegakan Hukum di ASEAN 

Bab 12 Studi Kasus Sengketa Hukum di ASEAN 

Buku ini membahas berbagai aspek Hukum Internasional 

Regional ASEAN, mulai dari konsep dasar, kerangka hukum, hingga 

perjanjian dan mekanisme penyelesaian sengketa di ASEAN. Selain 

itu, dibahas pula hukum ekonomi, hak asasi manusia, lingkungan, 

maritim, serta kejahatan transnasional dalam konteks ASEAN. 

Buku ini juga mengulas hubungan ASEAN dengan hukum 

internasional, tantangan harmonisasi hukum di kawasan, serta 

studi kasus sengketa hukum antarnegara anggota. Dengan cakupan 

yang luas, buku ini diharapkan memberikan pemahaman 

mendalam bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi mengenai 

sistem hukum ASEAN dalam dinamika global. 

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang 

bermanfaat dalam memahami dan menganalisis dinamika hukum 

internasional di Asia Tenggara.  

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan buku 

ini, termasuk kolega, mahasiswa, serta pihak-pihak yang telah 

memberikan masukan berharga dalam proses penulisan. Semoga 

buku ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu 

hukum internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara. 

 

 

Jakarta, 20 Juni 2025 

Penulis 

 

Didi Jubaidi 

Wagiman 

Khoirunnisa 
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BAB 

1 KONSEP HUKUM IN TERNASIONAL RE GIONAL DAN ASEAN  

 

 

Learning Outcomes (LO): 

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Memahami konsep dasar hukum internasional regional ASEAN 

2. Mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar ASEAN 

3. Menganalisis peran ASEAN dalam sistem hukum internasional 

 

Hukum internasional regional merupakan cabang dari 

hukum internasional yang mengatur hubungan antara negara-

negara dalam suatu kawasan tertentu. Berbeda dengan hukum 

internasional global yang berlaku di seluruh dunia, hukum 

internasional regional mengedepankan kerja sama dan kesepakatan 

antar negara anggota di wilayah tertentu, dengan tujuan 

menciptakan stabilitas, perdamaian, dan kesejahteraan regional. 

ASEAN, sebagai organisasi regional yang terdiri dari sepuluh 

negara Asia Tenggara, memiliki peran penting dalam membentuk 

dan memelihara sistem hukum internasional regional. Keberadaan 

ASEAN memberikan contoh bagaimana negara-negara dalam suatu 

kawasan dapat bekerja sama dalam kerangka hukum yang saling 

menguntungkan. 

ASEAN sebagai organisasi regional memiliki peran yang 

sangat penting dalam sistem hukum internasional, terutama dalam 

memperkuat kerja sama antar negara anggota dan negara mitra 

eksternal. Sebagai bagian dari sistem hukum internasional, ASEAN 

mengembangkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman 

dalam hubungan antarnegara di kawasan Asia Tenggara. Prinsip-

KONSEP HUKUM 

INTERNASIONAL 

REGIONAL DAN ASEAN 
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BAB 

2 KERANGKA HUKU M ASEAN 

 

 

Learning Outcomes (LO) 

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu: 

1. Memahami dan menjelaskan konsep dasar Piagam ASEAN serta 

prinsip-prinsip hukumnya. 

2. Menganalisis berbagai sumber hukum dalam sistem ASEAN 

dan perannya dalam pengambilan keputusan regional. 

3. Membandingkan hukum internasional global dengan hukum 

internasional regional dalam konteks ASEAN. 

 

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) adalah 

organisasi regional yang berfokus pada perdamaian, stabilitas, dan 

kerjasama ekonomi serta sosial di kawasan Asia Tenggara. Untuk 

mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, ASEAN memerlukan 

kerangka hukum yang kokoh yang mengatur hubungan antar 

negara anggota serta menciptakan dasar yang jelas untuk setiap 

kebijakan dan tindakan yang diambil oleh negara-negara tersebut. 

Kerangka hukum ASEAN ini tidak hanya mencakup prinsip-

prinsip dasar yang mendasari kerja sama regional, tetapi juga 

mencakup berbagai sumber hukum yang menjadi acuan bagi 

keputusan-keputusan yang diambil dalam ruang lingkup ASEAN. 

Piagam ASEAN, sebagai dokumen utama dalam kerangka 

hukum ASEAN, menetapkan prinsip-prinsip dasar yang harus 

dihormati oleh semua negara anggota, termasuk prinsip konsensus, 

non-intervensi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia 

serta kedaulatan negara anggota. Selain itu, sumber hukum dalam 

KERANGKA 

HUKUM ASEAN 
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BAB 

3 PERJANJIAN DA N KESEPAKATAN ASEAN 

 

 

Learning Outcomes (LO) 

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu: 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan Jenis-Jenis Perjanjian dalam 

ASEAN 

2. Memahami Mekanisme Ratifikasi Perjanjian ASEAN 

3. Menganalisis Proses Implementasi Perjanjian ASEAN dalam 

Hukum Nasional 

 

Perjanjian dan kesepakatan yang dicapai dalam ASEAN 

memainkan peranan yang sangat penting dalam memperkuat 

integrasi kawasan dan memastikan kerjasama yang harmonis 

antara negara-negara anggotanya. Perjanjian-perjanjian ini 

mengatur berbagai aspek, seperti perdagangan, investasi, 

keamanan, sosial, budaya, dan lingkungan. Negara-negara ASEAN, 

yang terdiri dari negara dengan latar belakang budaya, ekonomi, 

dan politik yang sangat beragam, menyepakati untuk bekerja sama 

melalui perjanjian-perjanjian yang bertujuan untuk menciptakan 

stabilitas dan kemakmuran di kawasan. 

Perjanjian-perjanjian ASEAN, baik yang bersifat multilateral 

maupun bilateral, memerlukan mekanisme ratifikasi dan 

implementasi yang terkoordinasi dengan baik dalam hukum 

nasional negara-negara anggota. Hal ini penting untuk memastikan 

bahwa komitmen yang diambil di tingkat regional dapat 

diterjemahkan menjadi kebijakan dan tindakan yang berlaku secara 

sah di tingkat domestik. Selain itu, perbedaan dalam implementasi 

PERJANJIAN  

DAN KESEPAKATAN 

ASEAN 
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BAB 

4 MEKANISME PENYELESA IAN SEN GKETA D I ASEAN 

 

 

Learning Outcomes (LO) 

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa di ASEAN. 

2. Mengidentifikasi Prosedur Penyelesaian Sengketa Antarnegara 

ASEAN 

3. Menganalisis Peran Mahkamah Internasional (ICJ) dalam 

Penyelesaian Sengketa ASEAN. 

 

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) merupakan 

organisasi regional yang beranggotakan sepuluh negara di Asia 

Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, 

Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. 

Didirikan pada tahun 1967, ASEAN bertujuan untuk memperkuat 

kerja sama di berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, sosial, 

dan keamanan, guna menciptakan kawasan yang damai, stabil, dan 

sejahtera. Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya 

interaksi antarnegara anggota, kebutuhan akan sistem hukum yang 

dapat mengakomodasi kepentingan bersama semakin penting. 

Dalam perjalanan kerja sama tersebut, tidak jarang muncul 

perbedaan kepentingan yang berujung pada perselisihan atau 

sengketa antarnegara anggota. Sengketa ini dapat terjadi dalam 

berbagai aspek, seperti batas wilayah, kebijakan perdagangan, hak 

asasi manusia, hingga isu-isu lingkungan. Meskipun ASEAN 

menjunjung tinggi prinsip non-intervensi dan musyawarah, 

tantangan dalam menegakkan kesepakatan bersama dan 

MEKANISME 

PENYELESAIAN 

SENGKETA DI ASEAN 
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BAB 

5 HUKUM EKONO MI ASEAN 

 

 

Learning Outcomes (LO) 

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Memahami konsep dasar dan tujuan dari Perjanjian 

Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) dan Masyarakat Ekonomi 

ASEAN (MEA). 

2. Menganalisis prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam 

AFTA dan bagaimana AFTA mempengaruhi perdagangan antar 

negara anggota ASEAN. 

3. Menyusun pemahaman yang komprehensif tentang kerangka 

hukum yang mendasari MEA dan bagaimana hal tersebut 

mendorong integrasi ekonomi di ASEAN. 

 

Hukum Ekonomi ASEAN merupakan aspek penting dalam 

kerja sama regional yang bertujuan untuk menciptakan integrasi 

ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Sejak berdirinya ASEAN pada 

tahun 1967, negara-negara anggotanya telah berupaya memperkuat 

hubungan ekonomi melalui berbagai perjanjian dan kebijakan yang 

mendukung perdagangan bebas, investasi, serta stabilitas ekonomi.  

Salah satu tonggak utama dalam hukum ekonomi ASEAN 

adalah pembentukan ASEAN Free Trade Area (AFTA), yang 

bertujuan untuk mengurangi hambatan tarif dan meningkatkan 

arus barang serta jasa di antara negara-negara anggota. Inisiatif ini 

kemudian berkembang menjadi Masyarakat Ekonomi ASEAN 

(MEA), yang mengusung visi kawasan ekonomi yang lebih 

terintegrasi, kompetitif, dan dinamis. 

HUKUM EKONOMI 

ASEAN 
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BAB 

6 HUKUM HAK ASASI MANUS IA DI ASEAN 

 

 

Learning Outcomes (LO) 

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan konsep dasar dan latar belakang Deklarasi Hak 

Asasi Manusia ASEAN (AHRD), serta peranannya dalam 

perlindungan hak asasi manusia di kawasan ASEAN. 

2. Menganalisis prinsip-prinsip dan tujuan utama yang 

terkandung dalam AHRD, serta dampaknya terhadap kebijakan 

negara-negara ASEAN terkait hak asasi manusia. 

3. Mengidentifikasi fungsi dan mandat utama dari Komisi Hak 

Asasi Manusia ASEAN (AICHR), serta tantangan yang dihadapi 

oleh AICHR dalam implementasi hak asasi manusia di ASEAN. 

 

Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) di ASEAN berkembang 

seiring dengan meningkatnya kesadaran negara-negara 

anggotanya terhadap pentingnya perlindungan dan pemajuan hak 

asasi manusia di kawasan. Meskipun ASEAN pada awalnya lebih 

fokus pada kerja sama ekonomi dan politik, kebutuhan akan 

instrumen hukum yang mengatur perlindungan HAM semakin 

mendesak. Hal ini diwujudkan dengan pembentukan berbagai 

instrumen hukum, seperti ASEAN Human Rights Declaration 

(AHRD) dan ASEAN Intergovernmental Commission on Human 

Rights (AICHR), yang bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai 

HAM dalam kebijakan regional. 

  

HUKUM HAK ASASI 

MANUSIA DI ASEAN 
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BAB 

7 HUKUM LINGKU NGA N DI ASEAN 

 

 

Learning Outcomes (LO) 

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Memahami Perjanjian Lingkungan Hidup ASEAN 

2. Menganalisis Isu Perubahan Iklim 

3. Mengevaluasi Kerja Sama Hukum dalam Lingkungan ASEAN 

 

ASEAN sebagai organisasi regional memiliki peran penting 

dalam menangani isu-isu lingkungan di Asia Tenggara. Dengan 

meningkatnya tantangan seperti deforestasi, polusi, dan perubahan 

iklim, ASEAN telah mengembangkan berbagai instrumen hukum 

dan kebijakan untuk melindungi lingkungan. Salah satu upaya 

utama adalah perjanjian regional yang menargetkan perlindungan 

keanekaragaman hayati, pengelolaan sumber daya alam 

berkelanjutan, serta mitigasi dampak perubahan iklim yang 

semakin mengancam kawasan. 

Mekanisme hukum lingkungan ASEAN mencakup 

perjanjian dan deklarasi seperti ASEAN Agreement on Transboundary 

Haze Pollution yang bertujuan mengatasi pencemaran asap lintas 

batas akibat kebakaran hutan. Selain itu, ASEAN juga berkomitmen 

untuk mencapai pembangunan berkelanjutan melalui inisiatif 

seperti ASEAN Environmental Cooperation Framework dan kerja sama 

dengan organisasi internasional dalam penerapan standar 

lingkungan global. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini 

masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan kepatuhan 

HUKUM LINGKUNGAN 

DI ASEAN 
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BAB 

8 HUKUM MARITIM DAN SEN GKETA LAUT D I ASEAN 

 

 

Learning Outcomes (LO) 

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu: 

1. Menjelaskan berbagai ketentuan utama dalam UNCLOS yang 

berkaitan dengan batas laut, ZEE, dan hak-hak negara pantai. 

2. Mahasiswa dapat mengidentifikasi bagaimana negara-negara 

ASEAN mengimplementasikan UNCLOS dalam menentukan 

batas maritim mereka. 

3. Mahasiswa dapat menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi sengketa Laut Cina Selatan, termasuk klaim 

teritorial, sumber daya alam, dan kepentingan strategis. 

 

Sebagai kawasan yang dikelilingi oleh perairan strategis, 

ASEAN memiliki kepentingan besar dalam hukum maritim dan 

penyelesaian sengketa laut. Negara-negara anggota ASEAN 

berbatasan langsung dengan beberapa perairan utama seperti Laut 

Cina Selatan, Selat Malaka, dan Laut Andaman, yang memiliki nilai 

ekonomi, geopolitik, serta ekologis yang tinggi. Oleh karena itu, 

hukum maritim menjadi instrumen penting dalam mengatur hak 

dan kewajiban negara-negara anggota ASEAN dalam pemanfaatan 

dan perlindungan wilayah laut mereka. 

Namun, sengketa maritim masih menjadi tantangan besar 

bagi ASEAN, terutama terkait klaim tumpang tindih di Laut Cina 

Selatan. Beberapa negara anggota ASEAN, seperti Vietnam, 

Filipina, dan Malaysia, memiliki klaim yang berbenturan dengan 

klaim Tiongkok, yang semakin meningkatkan ketegangan di 

HUKUM MARITIM 

DAN SENGKETA LAUT 

DI ASEAN 
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BAB 

9 KEJAHATAN T RANS NASIO NAL DAN HUKU M ASEAN 

 

 

Learning Outcomes (LO) 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan kerangka hukum 

ASEAN dalam pemberantasan kejahatan transnasional, 

termasuk terorisme, perdagangan manusia, dan narkotika. 

2. Mahasiswa dapat menganalisis berbagai perjanjian internasional 

dan mekanisme hukum di ASEAN dalam mengatasi kejahatan 

transnasional, dengan fokus pada perjanjian ekstradisi dan 

bantuan hukum timbal balik. 

3. Mahasiswa dapat memahami dan mengidentifikasi berbagai 

inisiatif dan program kerja sama ASEAN yang bertujuan untuk 

menangani terorisme, perdagangan manusia, dan narkotika di 

kawasan Asia Tenggara. 

 

Kejahatan transnasional menjadi tantangan serius bagi 

keamanan dan stabilitas di kawasan ASEAN. Dengan 

meningkatnya globalisasi dan kemajuan teknologi, berbagai bentuk 

kejahatan lintas negara seperti perdagangan narkotika, 

penyelundupan manusia, terorisme, dan kejahatan siber semakin 

berkembang. ASEAN sebagai organisasi regional berupaya untuk 

menangani masalah ini melalui kerja sama hukum dan keamanan 

antarnegara anggotanya. Upaya tersebut diwujudkan dalam 

berbagai instrumen hukum regional, termasuk ASEAN Convention 

on Counter-Terrorism (ACCT) dan Mutual Legal Assistance Treaty 

(MLAT), yang bertujuan memperkuat koordinasi dalam penegakan 

hukum dan ekstradisi pelaku kejahatan lintas batas. 

KEJAHATAN 

TRANSNASIONAL 

DAN HUKUM ASEAN 
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BAB 

10 ASEAN DAN HUBUNGA N DENGA N HUKUM INTE RNAS IO NAL 

 

 

Learning Outcomes (LO): 

1. Mahasiswa dapat menjelaskan secara rinci peran ASEAN dalam 

organisasi internasional, termasuk kontribusinya dalam 

diplomasi multilateral dan penyelesaian konflik. 

2. Mahasiswa dapat menggambarkan hubungan antara ASEAN 

dan PBB, serta bagaimana ASEAN berperan dalam mendukung 

prinsip-prinsip PBB terkait perdamaian dan pembangunan 

global. 

3. Mahasiswa dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum 

internasional yang diterapkan oleh ASEAN dalam kebijakan dan 

tindakan organisasinya, termasuk dalam bidang perdagangan, 

hak asasi manusia, dan hukum lingkungan. 

 

Sebagai organisasi regional yang terdiri dari sepuluh negara 

di Asia Tenggara, ASEAN memiliki peran penting dalam 

membentuk kerja sama hukum dan politik di kawasan. Dalam 

menjalankan misinya untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan 

regional, ASEAN tidak dapat terlepas dari hukum internasional 

yang menjadi landasan dalam mengatur hubungan antarnegara. 

Prinsip-prinsip hukum internasional, seperti kedaulatan negara, 

penyelesaian sengketa secara damai, dan non-intervensi, menjadi 

bagian penting dalam kebijakan ASEAN.  

Meskipun ASEAN memiliki mekanisme dan instrumen 

hukum sendiri, seperti ASEAN Charter (Piagam ASEAN), 

organisasi ini tetap mengacu pada hukum internasional dalam 

ASEAN DAN HUBUNGAN 

DENGAN HUKUM 

INTERNASIONAL 
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Learning Outcomes (LO) 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan tantangan-tantangan utama 

dalam penegakan hukum di kawasan ASEAN, termasuk 

hambatan dalam harmonisasi hukum dan perbedaan sistem 

hukum antarnegara anggota. 

2. Mahasiswa dapat menganalisis berbagai faktor yang 

menghambat harmonisasi hukum di ASEAN, seperti 

keterbatasan kewenangan ASEAN, perbedaan kepentingan 

nasional, dan ketergantungan pada prinsip konsensus. 

3. Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menilai dampak 

perbedaan sistem hukum yang ada di negara-negara ASEAN 

terhadap efektivitas penegakan hukum dan integrasi regional. 

 

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) adalah 

organisasi regional yang terdiri dari 10 negara anggota yang 

tersebar di kawasan Asia Tenggara. Salah satu tantangan utama 

dalam kerjasama regional ASEAN adalah penegakan hukum, yang 

melibatkan penerapan standar hukum yang konsisten di seluruh 

negara anggota. Penegakan hukum yang efektif sangat penting 

untuk memastikan tercapainya tujuan ASEAN, termasuk 

perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan sosial-

ekonomi di kawasan ini. 

Meskipun ASEAN memiliki berbagai mekanisme dan 

instrumen hukum, tantangan dalam penegakan hukum tetap besar. 

Artikel ini akan membahas dua aspek utama yang menjadi kendala 

dalam penegakan hukum di ASEAN: (1) Kendala dalam 

TANTANGAN 

PENEGAKAN HUKUM 

DI ASEAN 
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Learning Outcomes (LO) 

1. Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis sengketa 

hukum antarnegara ASEAN beserta aspeknya. 

2. Mahasiswa dapat menilai efektivitas mekanisme penyelesaian 

sengketa di ASEAN. 

3. Mahasiswa dapat mengkritisi kendala ASEAN dalam 

penegakan hukum dan perlindungan HAM. 

 

Sengketa hukum di ASEAN mencerminkan kompleksitas 

hubungan antarnegara di kawasan yang memiliki beragam sistem 

hukum, kepentingan nasional, serta dinamika politik yang unik. 

Sebagai organisasi regional yang mengedepankan prinsip non-

intervensi dan musyawarah, ASEAN menghadapi tantangan dalam 

menyelesaikan berbagai sengketa hukum, baik yang berkaitan 

dengan batas wilayah, perdagangan, maupun hak asasi manusia. 

Beberapa kasus yang menonjol antara negara anggota ASEAN, 

seperti sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja terkait 

Kuil Preah Vihear serta perselisihan di Laut China Selatan yang 

melibatkan beberapa negara ASEAN dengan Tiongkok, 

menunjukkan bagaimana mekanisme hukum internasional dan 

kerja sama regional memainkan peran penting dalam mencari 

solusi yang adil dan damai. 

Meskipun ASEAN bukan organisasi supranasional yang 

memiliki wewenang hukum mengikat seperti Uni Eropa, negara-

negara anggotanya telah berupaya membangun mekanisme 

penyelesaian sengketa melalui berbagai perjanjian dan forum, 

STUDI KASUS 

SENGKETA HUKUM 

DI ASEAN 
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